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ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan
menganalisis bentuk serta batasan kebebasan
berpendapat menurut Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan
untuk mengetahui dan menganalisis bentuk
pengawasan pemerintah terhadap konten media
sosial yang melanggar Hak Asasi Manusia.
Dengan metode penelitian yuridis normatif,
kesimpulan yang didapat: 1.kebebasan
berpendapat di Indonesia diatur secara jelas dalam
Pasal 28E dan Pasal 28] UUD NRI Tahun 1945,
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta
Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Sipil dan Politik (ICCPR). Hak ini menjamin
setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran,
gagasan, atau opini melalui media apa pun.
Namun, pelaksanaannya tidak bersifat mutlak
karena dibatasi oleh nilai-nilai agama, kesusilaan,
ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan
negara. 2. Pengawasan pemerintah terhadap
konten media sosial memiliki dasar hukum yang
sah, yakni UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, dan
Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, yang
memberikan kewenangan kepada Kementerian
Kominfo untuk memutus akses terhadap konten
yang melanggar hukum. Pengawasan ini
merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk
melindungi kepentingan publik dari dampak
negatif dunia digital, seperti penyebaran hoaks,
ujaran kebencian, dan pornografi daring. Namun,
pelaksanaan  pengawasan  tersebut  belum
sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip HAM,
karena masih ditemukan praktik pemblokiran
berlebihan (overblocking), kurangnya
transparansi, dan kriminalisasi terhadap ekspresi
sah warga negara.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Media sosial telah menjadi utama bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan
publik, menyampaikan pendapat, dan mengakses
informasi. Perkembangan teknologi dan internet
telah dengan cepat mengubah cara orang
berkomunikasi. Saat ini, media sosial seperti
Facebook, Instagram, Twitter (X), dan TikTok
berfungsi sebagai platform bagi individu untuk
bertukar informasi, menyampaikan pendapat, dan
mengekspresikan aspirasi.’

Media sosial tidak hanya digunakan untuk
hiburan atau menjalin pertemanan, tetapi juga
berperan penting dalam membentuk opini dan
memengaruhi pandangan masyarakat. Kebebasan
berpendapat merupakan salah satu hak asasi
manusia yang dilindungi oleh hukum.®

Di Indonesia, hak ini dijamin dalam Pasal
28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.”’dan Pasal 28] “pembatasan hak asasi
manusia harus diatur dengan undang-undang
untuk menghormati hak orang lain, ketertiban
umum, dan keamanan nasional”.® Pasal 23 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM): “Setiap
orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan,
dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati
nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media
apa pun dengan memperhatikan nilai-nilai agama,
kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan
keutuhan negara.”

Menurut Jimly Asshiddigie, kebebasan
berpendapat merupakan salah satu pilar utama
dalam negara hukum yang demokratis, karena
menjadi sarana bagi warga negara untuk
berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik
dan mengontrol kekuasaan negara.'’

Jaminan tersebut diperjelas dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang

> Nikmah, P. F. (2023). Perlindungan kebebasan
berpendapat dalam media sosial dalam perspektif HAM.
Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 2(4), 123—130.

¢ Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). Hak kebebasan

berpendapat di media sosial dalam perspektif HAM. Jurnal

Pendidikan dan Konseling, 4(6), 6945-6961

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Pasal 28E ayat (3).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Pasal 287 ayat (2).

® Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Pasal 23 ayat (2).

10 Jimly Asshiddigie, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi
Indonesia: Dari UUD 1945 sampai Amandemen UUD
1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 75.



bebas menyampaikan pikiran dan pendapatnya
sesuai hati nurani, baik secara lisan maupun
tulisan, melalui media apa pun. Selain itu,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
beserta perubahannya memberikan dasar hukum
bagi aktivitas di ruang digital, termasuk
pengawasan terhadap konten media sosial.!!
Selain dasar hukum nasional, Indonesia juga
terikat pada instrumen internasional yang
menjamin  kebebasan  berpendapat,  seperti
International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005."2

Pasal 19 Kovenan tersebut menegaskan
bahwa setiap orang berhak untuk memiliki
pendapat tanpa campur tangan, serta berhak
mencari, menerima, dan menyampaikan informasi
melalui media apa pun. Ketentuan ini memperkuat
kewajiban negara untuk menghormati,
melindungi, dan memenuhi kebebasan
berpendapat dalam konteks digital, termasuk
dalam kebijakan pengawasan konten media
sosial.’* kebebasan berpendapat di ruang digital
sering  kali  berbenturan dengan  praktik
pengawasan pemerintah terhadap konten media
sosial.  Pemerintah  melalui ~ Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki
kewenangan untuk melakukan pemblokiran dan
penghapusan konten yang dianggap melanggar
hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya.

Hak ini memberikan kebebasan kepada
setiap individu untuk mencari, menerima, dan
menyampaikan informasi melalui berbagai media,
termasuk media sosial. Namun, kebebasan
berpendapat tidak berarti tanpa batas. Media
sosial sering kali disalahgunakan untuk
menyebarkan berita palsu (hoaks), ujaran
kebencian, provokasi, atau konten yang dapat
menimbulkan masalah di masyarakat. Oleh karena
itu, pemerintah merasa perlu untuk melakukan
pengawasan agar informasi yang beredar tidak

11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Civil and Political
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 119.

13 International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR), Pasal 19, disahkan oleh Majelis Umum PBB
pada 16 Desember 1966.

mengganggu ketertiban umum, keamanan negara,
dan nilai-nilai moral.'

Pemerintah, melalui Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta
lembaga lainnya, memiliki kewenangan untuk
mengawasi konten di media sosial. Pengawasan
ini dilakukan berdasarkan undang- undang, seperti
UU ITE, serta kebijakan teknis yang mencakup
pemblokiran atau penghapusan konten yang
dianggap melanggar hukum.!® Selain itu, urgensi
penelitian ini juga dapat dilihat dari data faktual
yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kominfo).
Salah satu kasus yang relevan dalam konteks ini
adalah kasus Bima Yudho Saputro pada tahun
2023. Melalui video berjudul “Alasan Kenapa
Lampung Tidak Maju-Maju”, Bima mengkritik
kebijakandan pembangunan di daerah Lampung.
Isi videonya berupa pendapat, evaluasi, dan kritik
terhadap kinerjampemerintah daerah, sehingga
termasuk  dalam  kebebasan  berpendapat
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3)
UUD 1945 dan Pasal 23 ayat (2) UU No.
39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Namun setelah video tersebut viral, Bima justru
dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai
klarifikasi. Meskipun tidak diproses secara
pidana, tindakan pemanggilan tersebut dinilai
sebagian pihak sebagai bentuk tekanan terhadap
kebebasan berekspresi masyarakat. Kondisi ini
menimbulkan fenomena chilling effect, yaitu rasa
takut masyarakat untuk mengkritik pemerintah
karena khawatir mendapat sanksi atau dilaporkan.
Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan
antara hak menyampaikan pendapat dan tindakan
pengawasan pemerintah terhadap konten digital.
Berbeda dengan kasus penyebaran hoaks atau
fitnah, kritik Bima bersifat opini dan tidak
mengandung informasi palsu. Oleh karena itu,
reaksi  aparat terhadap konten tersebut
menimbulkan pertanyaan apakah pengawasan
pemerintah terhadap media sosial telah dilakukan
secara proporsional, berdasarkan hukum, dan
tidak membatasi hak warga negara secara
berlebihan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sinta
Dewi, yang menyatakan bahwa penegakan hukum
di era digital sering kali menimbulkan ketegangan
antara perlindungan kebebasan berekspresi dan
upaya menjaga ketertiban publik. 13

14 Rahmawati, N., Muslichatun, & Marizal, M. (2021).
Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui
Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. Widya Pranata
Hukum, 3(1), 62-75

15 Antaguna, N. G., & Dewi, A. A. S. L. (2023). Pembatasan
Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Berdasarkan UU
ITE (Perubahan 2016). Kertawicaksana 17(2), 138-146.

'8 Tiktoker Bima Yudho Dipolisikan, Dirjen HAM: ‘Kritik Bagian

dari Kebebasan Berpendapat,” Kompas.com, 18 April 2023.



Senada dengan itu Budi Suhariyanto menegaskan
bahwa penerapan pasal-pasal dalam UU ITE
kerap bersinggungan dengan hak konstitusional
warga negara dalam menyampaikan pendapat di
ruang siber. 14 Dengan demikian, kasus ini
memperkuat urgensi penelitian ini, yaitu
menganalisis bagaimana pengawasan pemerintah
terhadap konten media sosial dilakukan dalam
perspektif  kebebasan berpendapat menurut
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, serta sejauh mana
pengawasan tersebut sejalan dengan prinsip
berdasarkan hukum, untuk tujuan yang sah dan
proporsional dalam hak asasi manusia.l5
Implikasi dari kasus Bima Yudho Saputro adalah
terhadap praktik kebebasan berpendapat di
Indonesia. Pemanggilan Bima oleh aparat
kepolisian akibat kritiknya terhadap kondisi
pembangunan di Lampung menimbulkan chilling
effect, yaitu rasa takut masyarakat untuk
mengemukakan pendapat karena  khawatir
dipersoalkan secara hukum. Padahal, konten yang
disampaikan Bima merupakan opini dan kritik
yang sah, bukan informasi bohong.

Situasi ini menunjukkan bahwa pengawasan
pemerintah terhadap konten media sosial masih
berpotensi diterapkan secara tidak proporsional,
terutama ketika kritik publik diperlakukan seolah-
olah sebagai pelanggaran hukum. Di sisi lain,
kasus ini juga mengungkap ketidakjelasan batas
antara ekspresi yang dilindungi dan konten yang
dapat dikenai pembatasan, sehingga menegaskan
perlunya standar yang lebih ketat mengenai
legalitas, tujuan, dan proporsionalitas dalam
setiap tindakan pengawasan. Dengan demikian,
kasus Bima memperkuat relevansi penelitian ini
karena memperlihatkan bahwa mekanisme
pengawasan pemerintah terhadap media sosial
belum sepenuhnya menjamin perlindungan
terhadap kebebasan berpendapat sebagaimana
diatur dalam UUD 1945, UU HAM 1999, dan
ICCPR.16 Kasus Bima Yudho Saputro
mencerminkan problematika penegakan hukum di
Indonesia, terutama dalam konteks
perlindungankebebasan berpendapat.
Pemanggilan Bima oleh aparat hanya karena
menyampaikan kritik terhadap pembangunan di
Lampung menunjukkan bahwa mekanisme
penegakan hukum sering kali bias terhadap
ekspresi kritis. Kritik yang seharusnya dilindungi
sebagai bagian dari hak kebebasan berpendapat
justru diperlakukan seolah-olah sebagai tindakan
melawan hukum. Hal ini menggambarkan belum
tersedianya standar penilaian yang jelas antara
kritik yang sah dan informasi yang melanggar
hukum, sehingga membuka ruang bagi
penyalahgunaan kewenangan. Kondisi

tersebut menandakan bahwa  pengawasan
pemerintah terhadap konten media sosial masih
belum proporsional, tidak konsisten, dan rentan
menghambat partisipasi publik dalam demokrasi.
Diperlukan sinkronisasi antara aparat penegak
hukum, Kementerian Komunikasi dan
Informatika, serta Komnas HAM agar penerapan
Pasal 28 ayat (1) UU ITE benar-benar sejalan
dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia
sebagaimana diatur dalam International Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah
diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2005. Kasus Bima Yudho Saputro menjadi
relevan dalam penelitian ini karena Bima
menyampaikan kritik terhadap pemerintah melalui
media sosial sebagai bagian dari kebebasan
berpendapat. Namun, ekspresi tersebut justru
berujung pada pelaporan dan proses hukum.
Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan
antara hak kebebasan berekspresi yang dijamin
oleh Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 23 UU No.
39 Tahun 1999 dengan praktik pengawasan atau
penindakan yang dilakukan aparat. Kasus ini
mencerminkan bagaimana pengawasan konten
digital dapat berdampak langsung pada ruang
kebebasan  berpendapat  masyarakat, serta
menimbulkan kekhawatiran bahwa pengawasan
tersebut dapat melampaui batas proporsionalitas
apabila kritik publik dipersepsikan sebagai
pelanggaran hukum, karena kritik yang bersifat
sah justru diperlakukan sebagai tindakan yang
berpotensi melanggar hukum. Situasi tersebut
menegaskan bahwa praktik pengawasan konten di
Indonesia masih rentan tidak proporsional, tidak
transparan, dan dapat menghambat ruang
demokrasi digital. Hal inilah yang menjadi dasar
penting penelitian ini untuk menilai sejauh mana
kebijakan pengawasan pemerintah sejalan dengan
prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang HAM.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti
melakukan penulisan karya

ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:
“Pengawasan Pemerintah terhadap

Konten Media Sosial dalam Perspektif Kebebasan
Berpendapat menurut

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebebasan berpendapat menurut
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia?

2. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap
konten media sosial yang melanggar Hak
Asasi Manusia?



C. Metode Penelitian

Metode pendekatan Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif,

yang mengkaji hukum dari peraturan
perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia

Kebebasan berpendapat memiliki batas agar
tidak merugikan pihak lain. Setiap kebebasan
selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan
hukum. Batasan tersebut bukan untuk mengekang,
melainkan untuk menjaga agar kebebasan tetap
berada dalam jalur yang wajar. Jika kebebasan
digunakan untuk menghina, menipu, atau
menyebarkan kebencian, maka kebebasan itu
berubah menjadi pelanggaran. Oleh karena itu,
masyarakat perlu memahami bahwa batas
kebebasan  bukan  penghalang, melainkan
pelindung agar hak setiap orang dapat dihormati
secara seimbang.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999, bentuk kebebasan berpendapat meliputi hak
untuk menyatakan pikiran dan sikap, baik secara
lisan maupun tertulis, dan hak untuk
menyampaikan pendapat di muka umum, yang
mencakup hak untuk mogok. Batasan-batasannya
adalah demi menjaga nilai-nilai agama,
kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan umum,
dan keutuhan negara, serta penghormatan
terhadap hak orang lain.

Kebebasan berpendapat merupakan salah
satu hak asasi manusia yang paling fundamental
dalam negara hukum yang demokratis. Hak ini
menjadi sarana bagi warga negara untuk
mengekspresikan pandangan, ide, dan kritik
terhadap kebijakan pemerintah maupun terhadap
isu-isu sosial di ruang publik. Dalam konteks
Indonesia, jaminan ini memiliki dasar hukum
yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, serta Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah
diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2005. Secara yuridis, pengaturan mengenai
kebebasan berpendapat dalam sistem hukum
Indonesia terdapat dalam Pasal 28E ayat (3)
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

17K etentuan ini merupakan jaminan konstitusional

bagi setiap warga negara untuk menyalurkan

aspirasinya tanpa rasa takut terhadap pembalasan.

Namun, jaminan ini tidak bersifat absolut, karena

kebebasan berpendapat juga harus diimbangi

dengan tanggung jawab sosial dan batasan hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 28] ayat (2) UUD

1945, yaitu:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang semata-
mata untuk menjamin  pengakuan  serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain,
serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.”'® Berdasarkan ketentuan tersebut,
pelaksanaan kebebasan berpendapat tidak dapat
digunakan secara sewenang-wenang atau tanpa
batas.

Hak  kebebasan  berpendapat  selalu
berdampingan  dengan  kewajiban  untuk
menghormati hak orang lain dan menjaga
kepentingan umum. Dalam teori hukum hak asasi
manusia, hal ini disebut sebagai prinsip
proporsionalitas, yakni suatu prinsip yang
menuntut agar pembatasan terhadap hak-hak dasar
dilakukan secara sah, perlu, dan seimbang
(legitimate, necessary, and proportionate).
Selanjutnya, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia juga mengatur bahwa:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai,

mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat

sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan
melalui media apa pun dengan memperhatikan
nilai-nilai  agama, kesusilaan,  ketertiban,
kepentingan umum, dan keutuhan negara.”"

Rumusan pasal ini menegaskan bahwa kebebasan

berpendapat tidak hanya diakui, tetapi juga

dibatasi oleh lima faktor penting, yaitu:

1. Nilai-nilai agama, yang menuntut agar
pendapat yang disampaikan tidak menistakan
atau menghina keyakinan tertentu;

2. Kesusilaan, yang mengatur agar kebebasan
berekspresi tidak bertentangan dengan norma
kesopanan dan etika publik;

3. Ketertiban, agar pendapat yang disampaikan
tidak menimbulkan kekacauan sosial;

17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pasal 28E ayat (3).

18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pasal 28] ayat (2).

19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Pasal 23 ayat (2).



4. Kepentingan umum, untuk menjaga agar
kebebasan  individu tidak = merugikan
masyarakat secara luas; dan

5. Keutuhan negara, yang berarti kebebasan
tersebut tidak boleh digunakan untuk
memecah belah persatuan dan kedaulatan
bangsa.

Selain ketentuan nasional, Indonesia juga telah
meratifikasi International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 19 ayat (2)
ICCPR, ditegaskan bahwa setiap orang berhak
untuk menyampaikan pendapat tanpa campur
tangan, serta berhak mencari, menerima, dan
menyebarluaskan informasi melalui media apa
pun. Namun pada ayat (3) dinyatakan bahwa
pelaksanaan hak ini dapat dibatasi dengan
undang-undang  apabila  diperlukan  untuk
menghormati hak atau reputasi orang lain, serta
untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban
umum, atau moralitas umum. Dengan demikian,
baik dalam hukum nasional maupun internasional,
kebebasan berpendapat adalah hak yang
dilindungi tetapi tidak bersifat absolut.

Jimly Asshiddigie, kebebasan berpendapat
adalah salah satu pilar utama dalam negara hukum
yang demokratis karena menjadi sarana kontrol
masyarakat terhadap kekuasaan negara. Namun ia
juga menekankan bahwa hak tersebut harus
dijalankan secara bertanggung jawab, dengan
menghormati hukum, moral, dan kepentingan
publik.?® Dalam pandangan Philipus M. Hadjon,
perlindungan hukum terhadap hak warga negara
tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap hak
warga lainnya. 2! Ini berarti bahwa batas
kebebasan berpendapat berhenti ketika ekspresi
seseorang telah melanggar hak pihak lain, seperti
hak atas nama baik, privasi, dan rasa aman.
Menurut Franz  Magnis-Suseno, kebebasan
berpendapat merupakan ekspresi dari martabat
manusia sebagai makhluk rasional dan bermoral.
Namun, kebebasan itu tidak boleh dimaknai
sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan
kebebasan yang dijalankan dengan kesadaran
moral untuk tidak merugikan sesama.?? Ni’matul
Huda menambahkan bahwa kebebasan
berpendapat tidak hanya berarti hak untuk
berbicara, tetapi juga mencakup hak untuk diam
dan hak untuk memperoleh informasi.?

20 Jimly  Asshiddigie, Kebebasan Berpendapat dan
Berekspresi di Indonesia, Konstitusi Press, 2018, him. 52.

21 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di
Indonesia, Bina Ilmu, 2007, him. 34.

22 Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip Moral Dasar
Kenegaraan Modern, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1999), him. 165.

23 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2019), hlm. 176.

Pandangan ini menunjukkan bahwa hak
berpendapat bersifat dua arah hak untuk berbicara
dan hak untuk tidak dipaksa berpendapat. Dalam
konteks era digital, Sinta Dewi menilai bahwa
kebebasan berpendapat melalui media sosial
memiliki karakter yang unik, karena informasi
dapat menyebar luas dan cepat. la menekankan
pentingnya penerapan prinsip proporsionalitas
dalam setiap pembatasan agar tidak terjadi
kriminalisasi terhadap ekspresi warga negara.
kebebasan berpendapat seringkali berbenturan
dengan regulasi siber seperti Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, harus dilihat
dengan kacamata prinsip proporsionalitas HAM,
yaitu bahwa pembatasan hanya boleh dilakukan
sejauh diperlukan untuk menjaga ketertiban
umum dan bukan untuk membungkam kritik.

Prinsip proporsionalitas yang dimaksud
berarti bahwa pembatasan terhadap kebebasan
berpendapat hanya dapat dilakukan jika
memenubhi tiga syarat, yaitu:

1. Dilakukan berdasarkan hukum (by law);

2. Diperlukan untuk tujuan yang sah (legitimate
aim);

3. Proporsional terhadap tujuan yang ingin
dicapai (proportionate to the aim).**

Penerapan prinsip ini dapat dilihat dari praktik,
misalnya pada Kasus Bima Yudho Saputro tahun
2023. Dalam perkara tersebut, Bima mengunggah

video di TikTok yang berisi kritik terhadap
kondisi infrastruktur, pendidikan, dan tata kelola
pemerintahan di  Provinsi Lampung. Video
tersebut menjadi viral di media sosial dan sebagai
dampaknya, pada hari Kamis, 13 April 2023,
Kepolisian Daerah Lampung telah menerima
laporan bernomor
LP/B/161/1V/2023/SPKT/POLDA  LAMPUNG
yang mana pelapor atas nama Gindha Ansori
Wayka telah melaporkan Bima sebagai ujaran
kebencian yang merupakan pelanggaran Pasal 28
ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selain
itu, keluarga Bima juga mendapat intimidasi dari
beberapa pihak Kritik yang disampaikan Bima
tidak memuat ujaran kebencian, ancaman, ataupun

penyebaran informasi bohong, sehingga
secara substansial termasuk ekspresi yang sah
(legitimate expression). Kasus ini menunjukkan
bahwa kebebasan berpendapat di media sosial
sangat penting sebagai sarana kontrol publik
terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun
demikian, reaksi berlebihan dari sebagian aparat
pemerintah ~ daerah  justru =~ menimbulkan

24 Human Rights Committee, General Comment No. 34
(Article 19: Freedoms of Opinion and Expression),
CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, Geneva, para. 22.



perdebatan mengenai batas antara kritik yang sah
dan tindakan yang dianggap mengganggu
ketertiban umum. Kasus ini mempertegas bahwa
kebebasan berpendapat harus dihormati selama
tidak  bertentangan dengan nilai agama,
kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan
keutuhan negara. Unggahan ini pada dasarnya
termasuk dalam ruang lingkup kebebasan
berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 23
ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 19 ICCPR.
Namun, kritik tersebut kemudian direspons
dengan pelaporan polisi oleh pejabat daerah,
sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai
potensi kriminalisasi kritik yang sah. Jika
dianalisis menggunakan prinsip proporsionalitas,
pembatasan terhadap pendapat Bima tidak
sepenuhnya memenuhi unsur legitimate aim
maupun necessity, karena ekspresinya tidak
menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban
umum. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan
bahwa praktik pengawasan dan penegakan hukum
di ruang digital masih kerap dilakukan secara
berlebihan (overreactive) dan belum sepenuhnya
sejalan dengan standar HAM internasional.
Penerapan prinsip proporsionalitas mengakui
keberadaan hak untuk menyampaikan pendapat;
namun di sisi lain, hak tersebut dapat dibatasi jika
penggunaannya mengancam ketertiban umum
atau menyesatkan masyarakat. Namun demikian,
beberapa ahli  seperti Budi  Suhariyanto
mengingatkan bahwa penerapan pasal-pasal
dalam UU ITE harus dilakukan dengan hati-hati
agar tidak menjadi alat untuk membungkam kritik
sosial. 72 Oleh karena itu, kebebasan berpendapat
dalam hukum Indonesia dapat dikategorikan
sebagai hak yang dijamin secara konstitusional,
diatur secara yuridis, namun dibatasi secara
proporsional. Negara wajib menghormati (to
respect), melindungi (to protect), dan memenuhi
(to fulfill) hak kebebasan berpendapat, tetapi juga
wajib memastikan agar pelaksanaan hak tersebut
tidak mengganggu hak-hak orang lain atau
kepentingan umum. Dengan berpegang pada
prinsip tersebut, bentuk kebebasan berpendapat
menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia adalah hak setiap
warga negara untuk menyatakan pikiran dan
pandangan secara bebas melalui berbagai media,
baik konvensional maupun digital, selama tidak
melanggar  nilai-nilai  agama,  kesusilaan,
ketertiban, kepentingan umum, serta keutuhan
negara. Pembatasan terhadap hak ini sah selama
dilakukan berdasarkan undang-undangmemiliki
tujuan yang sah, dan proporsional terhadap
ancaman yang ditimbulkan. Dengan berlandaskan
pada

prinsip-prinsip  tersebut, maka  dapat
disimpulkan bahwa

Bentuk kebebasan berpendapat dalam sistem
hukum Indonesia adalah  hak  untuk
menyampaikan pandangan, kritik, dan informasi
melalui berbagai media, baik secara lisan maupun
tulisan, dengan tetap memperhatikan batasan
hukum yang diatur dalam UUD 1945, UU No. 39
Tahun 1999, UU ITE, serta ICCPR. Pembatasan
yang diterapkan negara terhadap kebebasan
berpendapat hanya dapat dibenarkan jika
dilakukan berdasarkan undang-undang, bersifat
proporsional, dan tidak menghilangkan esensi hak
itu sendiri. Keseimbangan antara kebebasan dan
tanggung jawab merupakan kunci untuk menjaga
agar kebebasan berpendapat tetap berada dalam
koridor hak asasi manusia yang beradab dan
demokratis.

B. Pengawasan Pemerintah terhadap Konten
Media Sosial yang Melanggar Hak Asasi
Manusia

Pengawasan pemerintah terhadap konten di
media sosial dilakukan dengan tujuan menjaga
ketertiban di ruang digital. Pemerintah memiliki
tanggung jawab untuk mencegah penyebaran
informasi yang menyesatkan dan berpotensi

menimbulkan keresahan. Akan tetapi,
pengawasan yang berlebihan justru dapat
menimbulkan dampak negatif, seperti

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah dan rasa takut dalam menyampaikan
pendapat. Oleh karena itu, pengawasan harus
dilakukan secara proporsional, yaitu cukup untuk
menjaga  ketertiban, tetapi tidak  sampai
membungkam aspirasi publik.

Media sosial merupakan salah satu wujud
kemajuan teknologi informasi yang membawa
dampak besar terhadap kehidupan sosial, politik,
dan hukum di Indonesia. Melalui platform seperti
Instagram, X (Twitter), Facebook, TikTok, dan
YouTube, masyarakat kini dapat dengan mudah
menyampaikan gagasan, kritik, dan pendapatnya
secara terbuka.

Hal ini merupakan perwujudan dari hak
kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, dan Pasal 19 Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Namun demikian, kebebasan berpendapat melalui
media sosial juga membuka ruang bagi
munculnya konten yang mengandung ujaran
kebencian, disinformasi, pornografi, fitnah, serta
penghinaan terhadap individu maupun kelompok
tertentu. Dalam kondisi demikian, negara



memiliki kewajiban untuk melakukan
pengawasan terhadap konten media sosial dalam
rangka melindungi kepentingan publik dan
menjaga ketertiban umum. Pengawasan ini
merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara
untuk profect dan fulfii hak asasi manusia
sebagaimana ditegaskan dalam prinsip “tripartite
obligation” negara terhadap HAM: fo respect, to
protect, and to fulfil >

1. Dasar Hukum Pengawasan Pemerintah

Secara normatif, kewenangan pemerintah
untuk melakukan pengawasan terhadap konten
media sosial diatur dalam beberapa peraturan
perundang-undangan. Dasar hukum utama yang
menjadi rujukan adalah:

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE
memberikan kewenangan kepada pemerintah
untuk melakukan pemutusan akses terhadap
informasi elektronik yang memiliki muatan
yang dilarang demi melindungi kepentingan
umum dari penyalahgunaan informasi
elektronik. Ketentuan ini menjadi dasar
yuridis utama bagi Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kominfo) dalam melakukan
takedown atau pemblokiran konten media
sosial yang dianggap melanggar hukum.*

2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan
Transaksi  Elektronik  (PSTE), yang
menegaskan kewajiban setiap penyelenggara
sistem  elektronik  untuk  memastikan
platform-nya tidak digunakan untuk kegiatan
yang dilarang oleh undang-undang.?’

3) Peraturan  Menteri =~ Komunikasi  dan
Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Penyelenggara Sistem Elektronik Privat,yang
mengatur  secara  teknis = mekanisme
pelaporan, pemblokiran, dan penurunan
konten digital. Melalui peraturan ini,
Kominfo memiliki hak meminta platform
seperti Meta, TikTok, atau Google untuk
menurunkan konten yang dinilai melanggar
hukum?®

25 Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and
Practice, (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 30.

26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a).

27 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal
34

28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2020, Pasal 9-12.

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam
Pasal 23 ayat (2) menegaskan bahwa
kebebasan mengeluarkan pendapat harus
dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai
agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan
umum, dan keutuhan negara.”

Dengan demikian, dari perspektif hukum
positif, pengawasan pemerintah terhadap konten
media sosial memiliki dasar legal formal yang
sah. Namun, pelaksanaannya harus tetap tunduk
pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya
prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi
sebagaimana diatur dalam General Comment No.
34 Komite HAM PBB.*°

2. Tujuan Pengawasan dalam Perspektif Hak

Asasi Manusia

Secara teori, tindakan pengawasan yang
dilakukan oleh pemerintah terhadap media sosial
memiliki dua dimensi: (1) perlindungan
kepentingan publik, dan (2) pembatasan
kebebasan individu. Kedua hal ini harus berjalan
seimbang agar tidak menimbulkan pelanggaran
HAM. Menurut Jimly Asshiddigie, negara
memiliki kewajiban untuk mengatur kebebasan
berpendapat agar tidak berubah menjadi anarki.
Kebebasan tanpa batas justru dapat menimbulkan
kekacauan dan melanggar hak orang lain.’!
Olehkarena itu, peran pemerintah dalam
melakukan pengawasan tidak dapat diartikan
sebagai bentuk represi, melainkan sebagai alat
pengatur  (instrument of regulation) untuk
menjaga keseimbangan antara kebebasan dan
ketertiban sosial. Sementara Philipus M. Hadjon
menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap
hak asasi manusia harus bersifat preventif, bukan
represif>?  Artinya, pengawasan seharusnya
diarahkan untuk mencegah terjadinya
pelanggaran, bukan untuk menghukum ekspresi
yang sah. Dari perspektif HAM internasional,
General Comment No. 34 menegaskan bahwa
negara boleh membatasi kebebasan berekspresi
apabila dan hanya apabila pembatasan tersebut
memenuhi tiga syarat: Ditetapkan berdasarkan
hukum (by law), Diperlukan untuk tujuan yang
sah (legitimate aim); dan Proporsional terhadap

2% Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Pasal 23 ayat (2).

30 Human Rights Committee, General Comment No. 34
(Article 19: Freedoms of Opinion and Expression),
CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, para. 22.

3 Jimly  Asshiddigie, Kebebasan Berpendapat dan
Berekspresi di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018),
hlm. 97.

32 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di
Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 44



tujuan yang ingin dicapai (proportionate to the
aim).>

Prinsip ini memastikan agar pengawasan
tidak berubah menjadi alat sensor atau
pembungkam kritik terhadap pemerintah. Dalam
konteks demokrasi, pembatasan yang sah adalah

pembatasan  yang  tujuannya  melindungi
masyarakat, bukan kekuasaan.
3. Implementasi Pengawasan oleh

Pemerintah
Pengawasan konten digital di Indonesia

dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu

patroli siber aktif dan mekanisme pelaporan (take

down) konten.

a) Patroli Siber
Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) memiliki kewenangan melakukan
pemantauan aktif (patroli siber) terhadap
penyebaran konten di ruang digital
berdasarkan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa:
“Pemerintah wajib melindungi kepentingan
umum dari segala jenis gangguan akibat
penyalahgunaan informasi elektronik dan
transaksi elektronik yang mengganggu
ketertiban umum,” dan bahwa ‘“Pemerintah
berwenang melakukan pemutusan akses
dan/atau  memerintahkan  penyelenggara
sistem elektronik untuk melakukan pemutusan
akses terhadap informasi elektronik yang
memiliki muatan melanggar hukum.”**
Patroli ini merupakan bentuk pengawasan
aktif (active surveillance) yang dilakukan
pemerintah untuk mencegah penyebaran
konten berbahaya di ruang digital. Namun,
dalam praktiknya, pelaksanaan patroli siber
menimbulkan perdebatan karena belum
adanya mekanisme pengawasan independen
yang menjamin bahwa tindakan fakedown
benar-benar proporsional dan sesuai prinsip
rule of law.

b) Mekanisme Pelaporan Masyarakat
Selain pengawasan aktif, pengawasan konten
media sosial juga dilaksanakan melalui
mekanisme  partisipatif, yaitu pelaporan
masyarakat. Dasar hukumnya terdapat dalam

33 Human Rights Committee, General Comment No. 34, para.
33.

34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a)—(2b),
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58.

Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun

2020, yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggara Sistem Elektronik Privat

wajib menyediakan sarana pelaporan bagi

masyarakat untuk melaporkan adanya
informasi elektronik dan dokumen elektronik
yang memiliki muatan yang dilarang.”*

Dalam pelaksanaannya, Kominfo

menyediakan kanal resmi pelaporan melalui

situs www.aduankonten.id, yang diatur dalam

Keputusan  Direktur  Jenderal  Aplikasi

Informatika Nomor 159 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Penanganan Konten Internet

Bermuatan  Negatif.’*  Setiap  laporan

masyarakat diverifikasi oleh tim internal

Kominfo sebelum diteruskan kepada platform

penyelenggara sistem elektronik  (seperti

Meta, Google, atau TikTok). Apabila dalam

jangka waktu yang ditentukan platform tidak
menindaklanjuti, Kominfo berhak melakukan
pemutusan akses secara sepihak di wilayah

Indonesia.

Menurut Laporan Tahunan Kominfo Tahun
2023, sebanyak 56.843 laporan masyarakat
diterima melalui Aduan Konten, dengan kategori
terbesar adalah konten hoaks politik dan
pencemaran nama baik.’’” Namun, Laporan
SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression
Network) Tahun 2024 menunjukkan bahwa
mekanisme pelaporan ini belum sepenuhnya
objektif.*® Sebagian laporan masyarakat justru
digunakan untuk menindak konten yang berisi
kritik  terhadap pejabat publik, sehingga
menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan
pengawasan  dapat  disalahgunakan  untuk
membatasi kebebasan berekspresi yang sah.
Selain Kominfo, pengawasan konten digital juga
dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) melalui Direktorat Tindak
Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim, yang
memiliki dasar hukum dalam Peraturan Kapolri
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penanganan Tindak
Pidana Berbasis Teknologi Informasi.** Pasal 3
peraturan tersebut memberi kewenangan kepada
penyidik untuk melakukan patroli siber,

35 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, Pasal 15 ayat (3) huruf
b.

36 Keputusan Dirjen Aplikasi Informatika Nomor 159 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penanganan Konten Internet
Bermuatan Negatif, Pasal 2.

37 Kominfo, Laporan Tahunan Kominfo Tahun 2023, hlm.
59.

3 SAFEnet, Laporan Kebebasan Berekspresi di Internet
2024, (Jakarta: SAFEnet, 2024), hlm. 16-17.

3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penanganan Tindak Pidana
Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 3—4.



pengumpulan bukti digital, dan penegakan hukum
terhadap pelaku penyebaran konten bermuatan
pidana. Di sisi lain, Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN) berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN juga
mempunyai tugas melakukan deteksi dini,
pencegahan, dan penanggulangan insiden siber.

Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih
kewenangan antar lembaga, karena belum ada
pembagian tugas yang tegas antara pengawasan
administratif (oleh Kominfo) dan pengawasan
penegakan hukum (oleh Polri dan BSSN). Oleh
karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi
lintas lembaga yang tegas dan transparan agar
pengawasan konten digital tidak berubah menjadi
bentuk kontrol politik terhadap kebebasan
berpendapat di ruang publik daring.

4. Problematika dan Isu Pelanggaran HAM
dalam Pengawasan
Walaupun dimaksudkan untuk menjaga

ketertiban umum, kebijakan pengawasan konten
media sosial di Indonesia sering kali
menimbulkan  pertentangan dengan  prinsip
kebebasan berpendapat. Beberapa permasalahan
pokok yang muncul antara lain:

a. Overblocking (pemblokiran berlebihan)
Banyak konten diblokir tanpa dasar hukum
yang jelas. Misalnya, pada tahun 2017
pemerintah sempat memblokir aplikasi
Telegram  dengan  alasan  penyebaran
propaganda terorisme, namun kemudian
membuka kembali setelah dilakukan dialog.

b. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas
Kominfo sering kali tidak mempublikasikan
alasan pemblokiran, sehingga publik tidak
dapat menilai apakah tindakan tersebut
proporsional. Padahal, prinsip transparansi
merupakan bagian dari hak atas informasi
publik sebagaimana dijamin oleh Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.*’

c. Kriminalisasi terhadap ekspresi digital
Pasal-pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27
ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan
Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian,
kerap digunakan untuk menjerat individu
yang menyampaikan kritik terhadap pejabat
publik
Contoh Kasus Pengawasan Pemerintah: Kasus
Bima Yudho Saputro
(2023)

Praktik pengawasan pemerintah yang

menimbulkan perdebatan mengenai

40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2.

pelanggaran kebebasan berpendapat adalah kasus
Bima Yudho Saputro pada tahun 2023. Dalam
kasus ini, Bima mengunggah video kritik terhadap
kondisi  pembangunan dan tata  kelola
pemerintahan di Provinsi Lampung melalui
platform TikTok. Isi video tersebut berupa opini
dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah,
yang secara hukum termasuk dalam kategori
ckspresi yang sah (legitimate expression)
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3)
UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UU 39/1999 tentang
HAM, serta Pasal 19 ayat (2) ICCPR. Namun,
kritik  tersebut mendapatkan respons yang
berlebihan dari aparat pemerintah daerah, bahkan
muncul upaya pelaporan ke aparat penegak
hukum dengan menggunakan ketentuan UU ITE.
Tindakan pelaporan ini dikritik banyak pihak,
termasuk Direktorat Jenderal HAM Kementerian
Hukum dan HAM, yang menegaskan bahwa kritik
adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang
dijamin undang-undang. Situasi ini menimbulkan
kesan bahwa pengawasan dan penegakan hukum
digunakan secara tidak proporsional, karena
ekspresi yang tidak mengandung hoaks, ujaran
kebencian, atau ancaman justru diperlakukan
sebagai pelanggaran hukum. Kasus Bima Yudho
memperlihatkan  persoalan  dalam  praktik
pengawasan pemerintah terhadap konten media
sosial, yaitu: (1) kecenderungan penggunaan
instrumen hukum secara berlebihan
terhadap kritik; (2) rendahnya transparansi dan
akuntabilitas dalam menilai apakah
suatu konten benar-benar melanggar ketertiban
umum; (3) potensi kriminalisasi terhadap ekspresi
sah warga negara. Dari perspektif HAM, respons
pemerintah dalam kasus ini tidak memenuhi
prinsip proporsionalitas sebagaimana ditegaskan
dalam General Comment No. 34 Komite HAM
PBB, karena pembatasan tidak diperlukan dan
tidak didasarkan pada ancaman nyata terhadap
kepentingan publik. Kasus ini menegaskan bahwa
pengawasan pemerintah terhadap konten media
sosial  harus  dilakukan  secara  selektif,
proporsional, dan berorientasi pada perlindungan
hak asasi manusia, bukan sebagai alat pembatasan
terhadap kritik publik.
5. Analisis Normatif terhadap Prinsip

Proporsionalitas

Dalam perspektif hukum HAM, pembatasan
kebebasan berpendapat dan berekspresi harus
bersifat proporsional dan tidak boleh lebih berat
daripada tujuan yang hendak dicapai. prinsip
proporsionalitas terdiri dari tiga komponen
penting: (1) kecocokan (suitability), (2) kebutuhan
(necessity), dan (3) keseimbangan (balancing).
Jika suatu pembatasan tidak memenuhi ketiga
unsur ini, maka dapat dianggap melanggar HAM.



Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan
pemerintah seharusnya tidak bersifat menyeluruh
dan represif, melainkan selektif, proporsional, dan
berbasis bukti (evidence-based  restriction).
Pemerintah perlu memastikan bahwa tindakan
pembatasan hanya diberlakukan terhadap konten
yang benar-benar melanggar hukum dan
menimbulkan ancaman serius terhadap
kepentingan umum

6. Upaya Menyeimbangkan Pengawasan dan
Kebebasan
Untuk mencegah pelanggaran HAM dalam

praktik pengawasan konten digital, diperlukan

reformasi kebijakan berbasis prinsip good
governance, antara lain:

1. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap
tindakan  pemblokiran  konten, dengan
publikasi alasan dan dasar hukum secara
terbuka;

2. Pembentukan lembaga pengawas independen
yang bertugas menilai keabsahan tindakan
take down pemerintah;

3. Peningkatan literasi digital masyarakat agar
dapat membedakan antara  kebebasan
berekspresi dan ujaran kebencian; dan
Dengan demikian, pengawasan pemerintah

terhadap konten media sosial tidak boleh diartikan

sebagai alat kontrol atas pendapat masyarakat,
melainkan sebagai mekanisme perlindungan
terhadap hak asasi manusia itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebebasan berpendapat di Indonesia
merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam
Pasal 28E dan Pasal 28] UUD 1945, Pasal 23 ayat
(2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan
Pasal 19 ICCPR. Namun hak ini tidak bersifat
absolut, karena dapat dibatasi oleh undang-
undang sejauh diperlukan untuk melindungi hak
orang lain, ketertiban umum, serta kepentingan
umum. Dalam praktiknya, pemenuhan hak ini
sering menghadapi masalah, salah satunya adalah
respons pemerintah yang berlebihan terhadap
ekspresi warga, sebagaimana terlihat dalam kasus
Bima Yudho Saputro.

2. Pengawasan pemerintah terhadap konten media
sosial memiliki dasar hukum yang sah (UU ITE,
PP 71/2019, dan Permenkominfo 5/2020), namun
penerapannya belum sepenuhnya memenuhi
prinsip  proporsionalitas, transparansi, dan
akuntabilitas. Dalam

beberapa kasus, kritik yang sah justru
diperlakukan sebagai pelanggaran, sehingga
berpotensi menghambat kebebasanmberpendapat.
Kondisi ini menunjukkan perlunya
penyempurnaan kebijakan agar pengawasan tidak
disalahgunakan dan tetap sejalan

dengan standar HAM.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka
penulis mengajukan beberapa saransebagai
berikut:
1. Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme
pengawasan konten media sosial dengan
memastikan bahwa setiap tindakan pemblokiran,
penurunan konten, atau respon terhadap kritik
dilakukan secara transparan, memiliki dasar
hukum yang jelas, serta diuji melalui prinsip
proporsionalitas. Pengawasan tidak boleh bersifat
berlebihan atau digunakan untuk membatasi kritik
publik yang sah.
2. Perlu adanya edukasi dan literasi digital bagi
masyarakat agar pengguna media  sosial
memahami batas antara kebebasan berpendapat
dan penyebaran informasi yang menyesatkan.
Edukasi ini penting untuk mendorong penggunaan
media sosial secara etis, kritis, dan bertanggung
jawab sehingga tercipta ruang digital yang sehat
dan demokratis.
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